
Journal of Constitutional Principles  
Volume:2, Nomor: 1, (2026), Juni:  86 - 94                              

Link Publish: https://ejournal.lppnusantara.com/index.php/jcp/article/view/710  

E-ISSN: 3124-0119; DOI: https://doi.org/10.65244/jcp.v2i1.710  
     

86 

STATUS HUKUM PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN 

OLEH PELAKU USAHA KEPADA KONSUMEN DITINJAU 

BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PERDATA 
 

Vania Maharani 1, Akhmad Maimun 2 

Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia 1,2 

Corresponding Author: sweetvanun29@gmail.com 1*,  akhmadmaimun@unmuhjember.ac.id 2   

 
Info Artikel  Abstract 

Submitted: 20 Februari 2026 

Revised : 26 Februari 2026 

Accepted: 31 Maret 2026 

Published: 29 April 2026 

 

 

Keywords: additional charges, 

QRIS, civil law, consumer 

protection, agreement 

 

 This study aims to analyze the legal status of additional charges 

imposed by business actors on consumers in digital payment 

transactions, particularly QRIS, from a civil law perspective. The 

research uses a normative juridical method with statutory and 

conceptual approaches. The results indicate that imposing additional 

charges without clear consumer consent may violate the validity 

requirements of agreements under Article 1320 of the Indonesian 

Civil Code, especially regarding consent and lawful cause. 

Furthermore, such practices contradict consumer protection 

principles and Bank Indonesia regulations prohibiting surcharges. 

Therefore, business actors may be held legally liable for consumer 

losses arising from these practices. 

  Abstrak 
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 Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum pengenaan biaya 

tambahan oleh pelaku usaha kepada konsumen dalam transaksi 

pembayaran digital, khususnya QRIS, ditinjau dari perspektif hukum 

perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif 

dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengenaan biaya tambahan tanpa 

persetujuan jelas dari konsumen dapat melanggar syarat sah 

perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, terutama terkait 

kesepakatan dan causa yang halal. Selain itu, praktik tersebut 

bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan regulasi 

Bank Indonesia yang melarang surcharge. Oleh karena itu, pelaku 

usaha berpotensi bertanggung jawab secara hukum atas kerugian 

konsumen. 
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Pendahuluan  

Perkembangan teknologi finansial (financial technology) telah mendorong transformasi 

signifikan dalam sistem pembayaran di Indonesia, khususnya melalui penggunaan metode 

pembayaran digital seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). QRIS 

merupakan standar pembayaran berbasis kode QR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk 

menciptakan sistem transaksi yang cepat, mudah, aman, dan efisien. Kehadiran QRIS tidak 

hanya mendukung digitalisasi ekonomi nasional, tetapi juga memperluas akses masyarakat 

terhadap layanan keuangan modern. Menurut Musyaffi et al., perkembangan pembayaran 

digital menunjukkan adanya peningkatan adopsi teknologi yang signifikan, namun tetap 
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diiringi dengan berbagai risiko seperti kegagalan sistem dan keamanan data (Musyaffi et al., 

2020). Hal ini menegaskan bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan kepastian 

hukum yang memadai. 

Secara normatif, Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 menegaskan bahwa 

pelaku usaha dilarang membebankan biaya tambahan (surcharge) kepada konsumen dalam 

transaksi pembayaran non-tunai. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, perlakuan yang 

adil, serta perlindungan dari praktik yang merugikan. Namun demikian, dalam praktiknya 

masih ditemukan pelaku usaha yang membebankan biaya tambahan kepada konsumen tanpa 

pemberitahuan yang jelas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara norma 

hukum dan implementasi di lapangan, sehingga menimbulkan persoalan mengenai keabsahan 

perjanjian dalam perspektif hukum perdata. Hal ini sejalan dengan pendapat Ridwan 

Khairandy yang menyatakan bahwa dalam hukum kontrak modern, keseimbangan dan 

keadilan dalam hubungan para pihak menjadi aspek penting dalam menentukan keabsahan 

suatu perjanjian (Khairandy, 2014). 

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa transaksi digital, termasuk QRIS, 

memiliki potensi permasalahan hukum seperti kurangnya transparansi, perlindungan data 

pribadi, dan ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen. Studi yang 

dilakukan oleh Radi P. Romansky dan Irina S. Noninska menekankan pentingnya 

perlindungan data dan transparansi dalam transaksi digital untuk menjaga kepercayaan 

konsumen (Romansky & Noninska, 2020). Selain itu, Subekti menyatakan bahwa 

kesepakatan yang sah dalam perjanjian harus didasarkan pada kehendak bebas tanpa adanya 

paksaan, kekhilafan, atau penipuan (Subekti, 2003). Namun demikian, kajian yang secara 

khusus mengaitkan praktik pengenaan biaya tambahan QRIS dengan syarat sah perjanjian 

dalam Pasal 1320 KUHPerdata masih terbatas, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. 

Berdasarkan kajian tersebut, kebaruan ilmiah (novelty) dalam penelitian ini terletak pada 

analisis yuridis terhadap praktik pengenaan biaya tambahan dalam transaksi QRIS dengan 

menggunakan pendekatan hukum perdata, khususnya melalui pengujian terhadap syarat sah 

perjanjian, asas kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik. Penelitian ini tidak hanya melihat 

aspek perlindungan konsumen secara umum, tetapi juga mengkaji keabsahan hubungan 

kontraktual yang terbentuk antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi digital. 

Menurut Salim HS, hukum kontrak modern menuntut adanya keseimbangan antara kebebasan 

berkontrak dan perlindungan terhadap pihak yang lemah (Salim HS, 2019). 
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Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

bagaimana status hukum pengenaan biaya tambahan oleh pelaku usaha kepada konsumen 

ditinjau berdasarkan perspektif hukum perdata? 

Penelitian ini tidak menggunakan hipotesis karena merupakan penelitian hukum normatif 

yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam status hukum 

pengenaan biaya tambahan dalam transaksi QRIS berdasarkan ketentuan hukum perdata, 

khususnya terkait syarat sah perjanjian, asas kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik, serta 

untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam 

transaksi pembayaran digital. 

 

Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (legal research) yang 

berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-

undangan, doktrin, dan konsep hukum yang relevan dengan permasalahan pengenaan biaya 

tambahan dalam transaksi QRIS. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta 

Peraturan Bank Indonesia terkait QRIS, dan pendekatan konseptual (conceptual approach) 

dengan mengkaji asas-asas hukum perjanjian seperti asas kebebasan berkontrak, asas itikad 

baik, dan asas konsensualisme.  

 Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu empat bulan dengan lokasi penelitian 

melalui studi kepustakaan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember serta berbagai 

sumber literatur hukum baik cetak maupun elektronik. Target penelitian ini adalah 

memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai status hukum pengenaan biaya 

tambahan, kesesuaiannya dengan hukum perdata dan perlindungan konsumen, serta implikasi 

hukumnya bagi pelaku usaha dan konsumen. Subjek penelitian berupa bahan hukum yang 

terdiri dari bahan hukum primer seperti KUHPerdata, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, 

dan Peraturan Bank Indonesia, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat para 

ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan sumber resmi dari lembaga terkait.  

 Prosedur penelitian dilakukan melalui identifikasi masalah, pengumpulan bahan 

hukum, klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum, analisis terhadap norma dan konsep 

hukum, serta penarikan kesimpulan. Instrumen penelitian menggunakan peneliti sebagai 

instrumen utama yang didukung oleh literatur hukum dan media elektronik. Teknik 
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pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data 

menggunakan analisis kualitatif dengan metode interpretasi hukum untuk menafsirkan 

peraturan, menghubungkan dengan teori hukum, serta menilai kesesuaian antara norma 

hukum dan praktik yang terjadi. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengenaan biaya tambahan 

(surcharge) oleh pelaku usaha dalam transaksi pembayaran menggunakan QRIS masih terjadi 

dalam praktik, meskipun secara normatif telah dilarang oleh regulasi Bank Indonesia. Temuan 

utama (novelty) dari penelitian ini terletak pada analisis bahwa praktik tersebut tidak hanya 

merupakan pelanggaran administratif terhadap ketentuan sistem pembayaran, tetapi juga 

berdampak pada keabsahan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dalam 

perspektif hukum perdata, khususnya terkait pemenuhan syarat sah perjanjian sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. 

 Pertama, dari aspek kesepakatan, penelitian menemukan bahwa dalam banyak praktik, 

biaya tambahan dibebankan tanpa adanya pemberitahuan yang jelas, transparan, dan terlebih 

dahulu disetujui oleh konsumen. Konsumen pada umumnya baru mengetahui adanya biaya 

tambahan setelah transaksi berlangsung atau ketika melakukan pembayaran. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa unsur kesepakatan tidak terpenuhi secara sempurna karena tidak terdapat 

persesuaian kehendak (consensus) yang didasarkan pada informasi yang lengkap. Dengan 

demikian, kesepakatan yang terjadi berpotensi mengandung cacat kehendak, khususnya 

dalam bentuk kekhilafan atau ketidaktahuan. 

 Kedua, dari aspek objek perjanjian, ditemukan bahwa biaya tambahan yang tidak 

diinformasikan secara jelas menimbulkan ketidakpastian mengenai total nilai transaksi. Objek 

perjanjian dalam hal ini menjadi tidak sepenuhnya jelas dan transparan, karena konsumen 

tidak mengetahui secara pasti jumlah yang harus dibayarkan sejak awal. Hal ini berpotensi 

menimbulkan ketidakjelasan mengenai prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak, 

sehingga dapat memengaruhi kepastian hukum dalam hubungan kontraktual. 

 Ketiga, dari aspek causa yang halal, pengenaan biaya tambahan yang bertentangan 

dengan Peraturan Bank Indonesia dapat dikategorikan sebagai sebab yang tidak halal, karena 

bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, perjanjian yang 

mengandung klausula atau praktik yang melanggar larangan surcharge berpotensi batal demi 

hukum, karena tidak memenuhi syarat objektif perjanjian. 
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 Keempat, dari perspektif perlindungan konsumen, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa praktik pengenaan biaya tambahan tersebut bertentangan dengan hak-hak konsumen, 

khususnya hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta hak untuk diperlakukan secara 

adil. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan 

konsumen, di mana konsumen berada pada posisi yang lebih lemah. 

 Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengenaan biaya tambahan 

dalam transaksi QRIS memiliki implikasi hukum yang signifikan, baik dari aspek hukum 

perdata maupun perlindungan konsumen, serta membuka ruang bagi konsumen untuk 

menuntut pertanggungjawaban hukum dari pelaku usaha. 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pembahasan difokuskan pada analisis yuridis 

terhadap praktik pengenaan biaya tambahan dalam transaksi QRIS dalam perspektif hukum 

perdata, khususnya terkait syarat sah perjanjian dan asas-asas hukum kontrak. 

Dari aspek kesepakatan, hukum perdata mensyaratkan adanya persesuaian kehendak 

yang bebas antara para pihak. Dalam praktik pengenaan biaya tambahan, tidak adanya 

transparansi informasi menyebabkan kesepakatan yang terbentuk tidak sepenuhnya 

didasarkan pada kehendak bebas. Konsumen tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk 

menyetujui atau menolak biaya tambahan tersebut secara sadar. Oleh karena itu, kesepakatan 

yang terjadi dapat dikategorikan sebagai kesepakatan yang cacat, sehingga perjanjian 

berpotensi untuk dibatalkan. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi informasi merupakan 

elemen penting dalam membentuk kesepakatan yang sah dalam transaksi digital. 

 Selanjutnya, dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak, perlu dipahami 

bahwa kebebasan para pihak dalam menentukan isi perjanjian tidak bersifat mutlak. 

Kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, 

dan kesusilaan. Pengenaan biaya tambahan yang secara tegas dilarang oleh regulasi Bank 

Indonesia menunjukkan bahwa pelaku usaha telah melampaui batas kebebasan berkontrak. 

Dengan demikian, klausula atau praktik tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum, 

meskipun secara faktual terjadi dalam transaksi. 

Dari perspektif asas itikad baik, praktik pengenaan biaya tambahan tanpa 

pemberitahuan yang jelas menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan 

kepatutan dalam hubungan kontraktual. Itikad baik menuntut agar para pihak bertindak secara 

jujur, terbuka, dan tidak merugikan pihak lain. Dalam konteks ini, pelaku usaha seharusnya 

memberikan informasi yang lengkap mengenai seluruh biaya yang timbul dalam transaksi, 

sehingga konsumen dapat mengambil keputusan secara rasional. Ketidaktransparanan dalam 
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pembebanan biaya tambahan mencerminkan adanya penyalahgunaan posisi yang lebih kuat 

oleh pelaku usaha. 

Lebih lanjut, dalam perspektif perlindungan konsumen, praktik surcharge yang 

dibebankan kepada konsumen bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. 

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan tidak menyesatkan, 

serta hak untuk diperlakukan secara adil. Ketika pelaku usaha membebankan biaya tambahan 

tanpa persetujuan yang jelas, maka hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap 

kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik. Akibatnya, pelaku usaha dapat dimintai 

pertanggungjawaban hukum, baik melalui gugatan perdata untuk ganti rugi maupun melalui 

mekanisme pengawasan administratif. 

Selain itu, jika dikaitkan dengan perkembangan hukum kontrak modern, praktik 

pengenaan biaya tambahan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat 

perlindungan hukum dalam transaksi digital. Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen 

dalam transaksi QRIS tidak lagi bersifat konvensional, melainkan melibatkan teknologi yang 

berpotensi menciptakan ketidakseimbangan informasi. Oleh karena itu, penerapan prinsip-

prinsip hukum perdata harus disesuaikan dengan perkembangan tersebut, terutama dalam hal 

transparansi, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. 

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa pengenaan biaya 

tambahan dalam transaksi QRIS tidak hanya melanggar regulasi teknis, tetapi juga 

bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum perdata, yaitu kesepakatan yang sah, causa 

yang halal, asas kebebasan berkontrak yang terbatas, serta asas itikad baik. Oleh karena itu, 

diperlukan langkah konkret berupa peningkatan pengawasan oleh otoritas terkait, edukasi 

kepada pelaku usaha dan konsumen, serta penegakan hukum yang lebih tegas agar tercipta 

sistem transaksi digital yang adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum. 

 

SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengenaan biaya tambahan 

oleh pelaku usaha terhadap konsumen ditinjau dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, dapat disimpulkan bahwa praktik pembebanan biaya tambahan tidak selalu 

memenuhi syarat sahnya perjanjian. Meskipun unsur kecakapan para pihak pada umumnya 

terpenuhi, namun unsur kesepakatan seringkali tidak terpenuhi karena biaya tambahan 

tersebut tidak diinformasikan dan tidak disetujui oleh  konsumen sejak awal transaksi. Selain 

itu, unsur hal tertentu dan sebab yang halal juga berpotensi tidak terpenuhi apabila biaya 

tambahan menyebabkan ketidakjelasan harga atau bertentangan dengan ketentuan hukum 
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yang berlaku. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian penulis, pengenaan biaya 

tambahan yang tidak transparan dan tidak disepakati  dapat mengakibatkan perjanjian tersebut 

dapat dibatalkan, bahkan dalam kondisi tertentu dapat dinyatakan batal demi hukum karena 

tidak memenuhi syarat objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata. 
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